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ABSTRACT

The National wealth is the final destination of the management of tho agranian objects. It 15

also the

mercy which people should thank.It is also an eternal relationship bétween people and God. The Nfrt;i;”
rights to control over it, not to possess it. So that it must optimally manage the allocation, the 3t$ . mn
and the maintenance of the agranian objects for the present generation as well as the future in oraer toa

the prosperous society.

To gain the desired condition, there should be law assurance, good purpose based planning., W"I."m"i
administration, and monitoring or eveluation planning based on the planning. Hopsfully, the agr ‘Z";” a
can be optimally managed and used for the present and future generation to reach the prosperous society.
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PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia dalam
menjalani hidup dan kehidupannya baik
sebagai individu maupun sebagai mahluk
sosial memerlukan berbagai macam kebutuhan
(kebutuhan mempunyai arti sesuatu yang
harus dipenuhi yaitu dapat berwujud
keinginan, kehendak, harapan atau keadaan).
Kebutuhan tersebut diperlukan dalam rangka
mempertahankan dan mengembangkan
kehidupannya. Oleh sebab itu manusia selalu
berusaha agar segala kebutuhannya terpenuhi
sehingga mencapai taraf yang diinginkan.
Namun demikian manusia mempunyai
keterbatasan-keterbatasan dalam memenuhi
kebutuhan dan merealisasikan tujuan tersebut.
Manusia sejak dilahirkan menjadi dewasa
kemudian tua dan mati selalu berada dalam
lingkungan (suasana) kehidupan yang bekerja
dengan orang lain.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri
jumlah manusia relatif dari tahun ke tahun
menunjukkan adanya pertambahan jumlah
penduduk, walaupun sudah diupayakan
dengan program keluarga berencana (KB).
Disamping dari sudut  jumlah juga
perkembangan kebutuhan.Hal ini menuntut
kecermatan pengaturan yang semakin lama
semakin rumit dan memerlukan suatu pola
(system) yang kompleks dan fleksibel untyk
mencapai kebutuhan manusia agar optimal,
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Secara klasik agraria berasal dap;

AGER yang berarti tanah pertanian (lag
Pengertian agraria memang  meny
masalah pertanahan tetapi @
perkembangannya pengertian agraria g
hanya terbatas pada masalah tanah}
namun mencakup bumi, air, ruang ang
serta kekayaan alam yang terkandun
dalamnya. Dalam Undang-Undang Dasar|
pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa K
air, dan kekayaan alam yang terkanduf
dalamnya  dikuasai oleh Negara f
dipergunakan sebesar-besamya vy
kemakmuran rakyat. [

Kekayaan alam
dalam bumi, air, dan

menjadi kesatuan dengan bumi, air §
berdasarkan konsensus antara para san
dan praktisi dalam Seminar Tata Guna Surd
sumber Alam [ tahun 1967 di Jakarta sebi

sumber alam merupakan obyek yang &
g
oleh Hukum Agraria.. ey :

Kalau
masalah

masalah *

yang 'cerkandunqE
ruang angkasa adi

ditinjau  secara mend®
agraria  sebenarmya memf®
. fundamental * namun ¥%
menjadi prioritag perhatian, sehingga i
berbqgai macam kasus konflik (pemmsala?"
agrana mencuat perly dicari pijakan i
usaha untuk  mengatas;. Apalag! deni
otonomi daerah problema agraria
semakin rumjt da meci**
o n memerlukan Pe ot
yang cukup kompleks qan bijaksana.D
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anjarparakan rebutan tanah sedimen sungal
ajum seluas 4,60 hektar, DI harlan Kompas
inggal 7 Januari 2008 Pemerintah Kabupaten
»marang akan menghentikan pasokan air
DAM ke kota Semararig dikarenakan PDAM
ota Semarang dinilai kuang akomodatif dalam
senjalin kerjasama pemanfaatan air bersih di
‘abupaten Semarang. Makin banyaknya
semakaian tanah tanpa ijin, penjarahan hutan,
" samping itu berbagai permasalahan -
Sermasalahan lingkungan yang diakibatkan
leh pengelolaan yang kurang tepat. Dalam
Serkembangan adanya otonomi daerah
imrm:mk juga berbagai kerawanan menydngkut
‘msalah pemanfatan obyek agraria.

Secara jelas sebenamya tercantum
jalam pasal 2 UUPA tahun 1960 bahwa pada
ingkatan tertinggi bumi, air dan ruang
ingkasa termasuk kekayaan alam yang
.erkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
;ebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
:ndonesia. Selanjutnya Negara mempunyai
crewenangan untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek
agraria. Disamping itu juga mengatur
hubungan hukum antara orang dengan obyek
agraria. Juga menentukan dan mengatur
aubungan hukum antara orang dan perbuatan
. perbuatan hukum yang mengenai bumi, air
ian ruang angkasa serta kekayaan alam yang
rerkandung di dalamnya. Wewenang yang
nersumber pada hak menguasai dari negara ini
jipergunakan sebagai titik tolak untuk
mencapai  sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan
jan kemerdekaan, berdaulat, adil dan makmur.
Jiamanatkan secara jelas dan mendasar
jalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
srahwa Pemerintah Negara Indonesia harus
nelindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.

Sebagai landasan perpijak dalam pasal
33 UUD' 1945 pada ayat 3 disebutkan bumi, air,
wuang angkasa seria kekayaan alam yang
-erkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
jan di pergunakan sebesar-besarmnya untuk

kemakmuran rakyat.
PROBLEMA-PROBLEMA AGRARIA

Obyek Agraria bumi, air, ruang
angkasa serta kekayaan alam yang terkandung
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dl dalamnya sebagali Rahmat Tuhan Yang
Maha Esa kepada bangsa [ndonesia
merupakan "KEKAYAAN NASIONAL “ yang
wajib disyukuri, Oleh karena itu harus di kelola
dan dimanfaatkan secara optimal bagi
generasl sekarang dan generas mendatang
dalam rangka mewujudkan masyarakat adil

dan makmur.
Nampaknya akhir-akhir ini ada suatu

anggapan bahwa pengelolaan obyek agraria
(sumbher daya alam) yang selama ini
berlangsung telah menimbulkan penurunan
kualitas lingkungan, ketimpangan struktur
penguasaan, kepemilikan, penggunaan serta
pemanfaatan serta menimbulkan berbagai
konflik, Juga adanya tumpang tindih
kepentingan sehingga ada kekhawatiran
pengelolaan obyek agraria kurang adil serta
kurang ramah lingkungan, tidak berkelanjutan,
kurang terkoordinasi, kurang menampung
aspirasi dan peran sera masyarakat, dan
kadang menimbulkan konflik-konflik
kepentingan. Bahkan pada era otonomi daerah
kadang muncul peran pemerintah pusat
dengan daerah yang dianggap kurang sinkron.
POLA PEMIKIRAN PEMECAHAN YANG
DAPAT DITEMPUH.

Suatu pemikiran guna mengatasi
berbagi hal yang dirasa kurang tepat dan
upaya untuk mencari jalan pemecahan antara
lain dengan:

Tinjauan pentingnya hukum

Istilah Hukum  Agraria adalah
merupakan kaidah-kaidah hukum baik yang
tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur
masalah agraria. Hukum Agraria yang berlaku
di Indonesia sejak 24 September 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
menurut diktum ke limanya dapat disebut
dengan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). UUPA ini dimuat dalam Lembaran
Negara tahun 1960 nomor 104, sedang
penjelasan  resminya dalam Tambahan
Lembaran Negara nomor 2043.

Dalam perjalanan memang tidak bisa
terlepas dari kondisi sebelumnya dimana
Indonesia pernah dijajah Belanda dengan
pengaturannya yang disesuaikan dengan
kepentingan negara penjajah, disamping itu
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Juga di Indonesia ada aturan-aturan adat yang
mnaing-mnsing daerah ada perbedaan.
Sebelum berlakunya UUPA tahun 1960 di
Indonesia berlaky hukum adat dan privat barat
sehingga tidak menjamin kepastian hukum.
Sehingga nampaknya perjalanan UUPA tidak
semulus yang diharapkan, apalagi ditambah
dengan obyek agraria merupakan obyek yang

penting dan dibutuhkan oleh manusia
(keberadaanya terbatas), namun inilah
kenyataannya,

UUPA tahun 1960 tentunya harus tidak
menyimpang dari UUD'1945 antara lain dalam
Pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal 33 ayat
3 disebutkan bumi, air, ruang angkasa serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
Sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat,
Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat Indonesia sebenamya tidak memiliki
obyek agrara, namun menguasai dan
selanjutnya negara mempunyai kewenangan
untuk mengatur, menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan terhadap obyek agraria. Agar
sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Negara
maka peran hukum sangat menentukan dalam
mencapai  sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan
dan kemerdekaan, berdaulat, adil dan makmur
yang masih sesuai atau sejalan dengan hukum
yang berlaku.

Dalam memanfaatkan obyek agraria
harus sesuai dengan hukum atau peraturan
yang berlaku agar selaras, serasi, adil,
seimbang dan berkelanjutan serta ramah
lingkungan. Hal inilah nampaknya perly
sungguh-sungguh dalam mengelola obyek
agraria agar sesuai dengan tuntutan keadaan
dan perkembangan yang ada, namun masih
harus mengacu pada hukum atay aturan yang
berlaku. Keputusan Presiden Nomor 34 tahyp
2003 ditandatangani tanggal 31 Mei 2003,
Presiden menugaskan Badan Pertanahan
Nasional (BPN) untuk menyusun Rancangan
Undang-Undang tentang Penyempurnaan
Undang-Undang Pokok Agraria. Namun

nampaknya belum berjalan sesuaj yang
diharapkan.

Tinjauan pentingnya perencanaan
|

1

Perencanaan dapat iy
menentukan sebelum apa yang p
dilakukan dan bagaimana cara mela .
Bahkan perencanaan harus dipikirkan‘
kemungkinan-kemungkinan  yang Y
dimasa mendatang. Secara teori ¢
dibedakan rencana jangka pendek, ja
menengah dan jangka panjang.

Untuk perencanaan obyek ag
sesuai tugas Negara untuk mengatur
menyelenggarakan peruntukan, penggun
persediaan dan pemeliharaan obyek ag
sesuai dengan kewenangan hak mengy
perlu penyusunan yang teliti untuk meng
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ok
agraria sebagai Rahmat Tuhan Yang Mahy|
kepada bangsa Indonesia perlu disyy
sehingga perlu dikelola dan dimanfaas
secara optimal bagi generasi sekarang ¢
generasi mendatang dalam ray
mewujudkan masyarakat adil dan makmur, .
Perencanaan ini sangat penting agar t
terjadi tumpang tindih pengelolaan yang &

menimbulkan  konflik kepentingan.Babf
secara teori ada beberapa pertanyaan yp'
perlu dijawab : P

a.Mengapa hal tersebut harus dilalksanakzm}=
-Apa tindakan yang harus dilaksanakan 7
¢.Dimana hal tersebut akan dilakukan ?
d.Kapan hal tersebyt akan dilaksanakan ? k
e.Siapa yang akan melaksanakan ? {
f.Bagaimana ha] tersebut akan dilaksanakas’
o Perencanaan untuk obyek agraria !
Saja tidak boleh melanggar hukum atau atd
yang berlaky. Perencanaan secara global
makro - dilakukan olg} Negara Pemerind
Pusat, dijabarkan oleh pemerintah daet
Sesuai dengan Peraturan yang ada. Ketentd,
Pasal 14 yUypa tahun 1960 mengisyaratil

Supaya dapat dimanfaatkan bukan un,
generasi sgka

Dengan féncana segala kebutuhan ned®
masy-arakat dan rakyat vang beraneka ra9%s
alitas dan intensitasnya dapat diusahs®”
Pemenuhannya secara  maksimal
sslmpang. Jika karena terbatasnya persedi®”
keseimbangan tidak dapat dicapai dan ph
diadakan prioritas. Kepentingan nagﬁi
terutan_la Pertahanan diprioritaskan, ke d'l
kepentingan kesejahteraan  dan P*
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pentingan kebahagiaan. Rencana {tupun
_«aligus harus dapat sokaligus
‘ihrealisasikan fungsi sosial. Bahkan dalam
'2gal 6 UUPA tahun 1960, semua hak atas

Mah mempunyai fungsi sosiai. Untuk
Janyusun rencana umum  mengenai
Drsediaan, peruntukan dan penggunaan

®ymi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam
Mng terkandung di dalamnya harus berdasar
1da pasal 14 UUPA tahun 1960.
18]
dnjauan pentingnya administrasi.
a
ra Secara etimologis administrasi berasal;
aari bahasa latin yang terdiri dari kata “ad”
aang berarti intensif dan “ministare” yang
werarti melayani. Untuk dapat melayani
Eengan cukup baik dan efisien diperlukan
kengadministrasian yang baik. Dalam hal ini
kdntu saja harus disesuaikan dengan aturan
dang ada dan bahkan perlu diserasikan
giéNgan perencanaan yang telah dilakukan
tau dibuat.
4 Administrasi dapat diartikan
genyusunan dan pencatatan data dan
ralfonnasi secara sistematis dengan maksud
tuk menyediakan keterangan serta
nemudahkan memperolehnya kembali secara
,eseluruhan dan dalam hubungannya satu
" ama lain. Dalam perkembagannya
dministrasi nampaknya memegang kunci
»enting dalam pengaturan dan
>enyelenggaraan peruntukan, penggunaan,
sersediaaan dan pemeliharaan obyek agraria.
Jengan administrasi yang tertib dan cermat
1kan memudahkan dalam pengelolaan obyek
igraria agar tercapai tujuan yang optimal
jalam mewujudkan tercapainya tujuan
nasyarakat adil dan makmur.

Kadang-kadang orang tidak
nemperhatikan  pentingnya  administrasi,
jamun apabila administrasi tidak baik akan
[l.!ulit untuk memperoleh kembali data ataupun
fnfoxmasi secara sistematis yang diperlukan.

~

4

A= =S = — A — = §

!Tinjauan pentingnya pengawasan /monitoring

Yevaluasi.

n

n Guna mengukur keberhasilan atau
hkegagalan suatu perencenaan dilakukan

JYmonitoring /evaluasi /pengawasan. Agar tidak
3terjadi penyalahgunaan dalam mengatur dan

Tmenyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
1
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persedinan dan pemeliharaan obyek agraria
sesual dengan hukum (aturan) yang berlaku
dan sudah direncanakan dengan baik maka
pentingnya pengawasan/monitoring/ evaluasi/
monitoring ini sangat penting sehingga
penyalahgunaan atau kesalahan akan cepat
diketahui dan tidak berlanjut serta sesuai
dengan apa yang sudah digariskan. Namun
Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat socara jelas dicantumkan dalam pasal 2
UUPA tahun 1960 pada tingkatan tertinggi
bumi, air dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara (bukan dimiliki).
Bersumber pada hak menguasai ini
dipergunakan sebagai titik tolak untuk
mencapai sebesar-besarnya  kemakmuran
rakyat.

Suatu kenyataan dan tidak dapat
diungkiri pemberian ijin atau hak yang sudah
diberikan tidak dapat diberikan ijin atau hak
kepada yang lain, sehingga tidak akan terjadi
konflik.Hal ini tidak akan dapat berjalan
dengan baik apabila tanpa didukung peraturan
atau hukum, perencanaan, administrasi serta
pengawasan/ monitoring atau evaluasi.

Pada Bab II telah ditentukan ketentuan umum
tentang hak-hak atas tanah, air dan ruang
angkasa sebagai berikut :
Pasal 16 : Hak-hak atas tanah sesuai yang
dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 yaitu :
Hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak
membuka tanah, hak memungut hasil hutan
dan hak-hak lain yang akan ditetapkan
dengan undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagai yang disebutkan
dalam pasal 53 (hak gadai, hak usaha bagi
hasil, hak menumpang, hak sewa tanah
pertanian)
Sesuai dengan pasal 16 ini, Negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat
mempunyai hak menguasai perlu mengatur
dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
terhadap obyek agraria.Sehingga Badan usaha
atau masyarakat (perorangan) dan lain-lain
yang akan berhubungan (memanfaatkan obyek
agraria) dilarang memanfaatkan tanpa ijin.
Agar supaya tidak terjadi tumpang tidih yang
mengakibatkan terjadinya konflik.
Pasal 47 : Hak guna air, pemeliharaan dan
penangkapan ikan diatur dengan peraturan
Pemenntah.
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Semuai dengan pasal 47, Negara yang
mempunyai hak menguasai perlu bagaimana
mengatur dan meuyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persedinan dan pemeliharaan
tethadap obyek agraria guna mensejahterakan
rakyat sesuai dengan UUD'1945,

Pasal 48 : Hak Guna ruang angkasa diatur

dengan peraturan pemerintah.
Sesuai  dengan 48, Negara juga perlu
bagaimana mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan terhadap obyek agraria agar
berkelanjutan baik untuk masa sekarang dan
mendatang,

Agar pengelolaan obyek agraria,
sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada
bangsa Indonesia yang wajib disyukuri maka
perlu  dimanfaatkan secara optimal bagi
generasi sekarang dan generasi mendatang

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil
dan makmur,

KESIMPULAN

Merupakan tujuan akhir dari
pengelolaan obyek agraria sebagai Rahmat
Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa
Indonesia merupakan kekayaan nasional yang
wajib disyukuri dan merupakan hubungan
yang abadi. Negara pada tingkatan tertinggi
mempunyai hak menguasai bukan memiliki
sehingga wajib untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan
persediaan dan pemeliharaan terhadap obyek
agraria secara optimal bagi generasi sekarang
dan generasi mendatang  dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur,

Untuk mencapai kondisi atau keadaan
sesual yang diharapkan diperlukan kepastian
hukum atau aturan, perencanaan yang bajk
sesuai dengan tujuan, administrasj sebagai
pendukung yang tertib sortg Pengawasan/
monitoring/ evaluasi agar tidak menyimpang
dari  perencanaan. Dari jp; diharapkan
pengelolaan dan Pemanfaatan obygk agraria
dapat optimal bagi generasi sekarang‘ dan
ganorqsi mendatang dalam rangka
moewujudkan masyarakat agj| makmur,
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